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BAB Il
HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata
Hukum Acara sering disebut juga sebagai Hukum HorBimana
tujuannya adalah untuk mempertahankan Hukum MhtBerikut merupakan
definisi dari Hukum acara perdata, baik umum maupgama dari beberapa

pakar.

1. Menurut MH. Tirtaamidjaja, Hukum acara perdata ialah suatu akibat
yang timbul dari hukum perdata matetiil.

2. Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata adalah peraturan hukum
yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatiam perdata
materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataam Hukum acara
perdata adalah peraturan hukum yang menentukaninega caranya
menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lkbitkrit lagi dapatlah
dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur nignbegaimana
caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa sertamutnsnya dan
pelaksanaan dari putusanrfya.

3. Abdul Manan, Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang
mengatur tentang taat cara mengajukan gugatan &epadgadilan,
bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dagatgan Penggugat,
bagaimana para hakim bertindak baik sebelum daangedemeriksaan
dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutusrpeylag diajukan
oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara mae&len putusan
tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peragang berlaku,
sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang tedair dalam Hukum
Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Menurut Mukti Arto dalam bukunya yang berjuduPraktek Perkara
Perdata pada Pengadilan AgamaHukum acara perdata agama adalah
semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatar begyaimana
melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata agabzmaenana yang

! K. Wantjik SalehHukum Acara Perdata RBG/HIRakarta: Ghalia Indonesia, 1981,
him. 9.

2 Sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata IndonesigYogyakarta: Liberty),
Edisi Kedelapan, 2009, him. 2.

% Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadAgama
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, him. 1-2.
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diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaklindgjikungan peradilan
agama.

Dari uraian di atas dapatlah diambil suatu kesigpuwmum bahwa
Hukum Acara Perdata itu sebenarnya mempunyai dsarufbyek) yang
diaturnya, yaitu: (1) orang yang maju bertindaknkeka Pengadilan karena
terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yemiy ditertibkan kembali,
(2) Pengadilan itu sendiri, yang akan menertibkamikali hukum perdata
yang telah dilanggar dimaksdd.

Hukum acara perdata dalam pengertian lebih luaklad&kumpulan
peraturan yang membuat bagaimana caranya orang bartindak di hadapan
pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu hherindak, untuk
melaksanakan berjalannya peraturan hukum mateekalgus untuk
memelihara ketertiban hukum perdata. Sedangkan rwdaara yang berlaku
pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan AganadaladHukum Acara
Perdata Umum, kecuali yang telah diatur secara ushwalam Undang-
undang’

B. Asas-asas dalam Peradilan Agama

Mengetahui asas-asas hukum acara sangat dipenkak penerapan

hukum acara itu sendiri, yang mana asas-asas umeradiRn Agama

diantaranya adalah sebagai berikut:

4 Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agam&Jakarta: Rajawali Pers), 1991,
him. 8.
® Pasal 54 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilamag
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1. Asas Personalitas Keislaman

Yang menjadi kekuasaan pada lingkungan Peradilaamag hanya
mereka yang beragama Islam dan mengaku dirinya Ipgragama Islam.
AsasPersonalitake-Islaman diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 2
penjelasan umum alenia ketiga dan pasal 49 teripaida perkara-perkara
yang menjadi kewenanagan Peradilan Agama. Yang rtidak dirubah
dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan keths UU No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Againa.

Ketentuan yang melekat pada UU No. 50 Tahun 2008taheg
perubahan kedua atas UU No. 3 Tahun 2006 tentaradiRen Agama
mengenai asas personalitas ke-Islaman adalah:

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama berégjam.

2. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawiwaris,
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqgoh, d@memi syari'ah.

3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukuam,sbleh
karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan higkaim.

Letak patokan asas personalitas ke Islaman bekdasgratokan
“umum” dan patokan “saat terjadi” hubungan hukumakiSud patokan

menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan patiar fd&grmil” tanpa

® UU No. 3 Tahun 2009 Pasal 2 yang tidak dirubalamalUU No. 50 tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1988tahg Peradilan Agama,
menyebutkan Peradilan Agama adalah salah satupdiekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkartentu....., kemudian pada
penjelasan umum menyebutkan...., peradilan agamapalan salah satu badan peradilan
pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggaragaagpkan hukum dan keadilan bagi
rakyat pencari keadilan perkara tertentu antaragsomang yang beragama Islam di bidang
Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakaggnshadaqoh dan ekonomi syari’ah.
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mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkuitkka seseorang
mengaku agama Islam, pada dirinya sudah melekat pev@onalitas ke-
Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sekepsndudukan, SIM
dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesakSadangkan mengenai
patokan asas personalitas ke-Islaman berdasarkaat “terjadinya”
hubungan hukum, ditentukan oleh dua syapettama,pada saat terjadi
hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama. IBlamkedua,
hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasdmitkum Islani.
4. Asas Kebebasan

Pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradigndigariskan
dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan ketks UU No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merwgdk pasal 24 UUD
1945 dan jo. Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentarigig&gaan Kehakiman,
yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan in

mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakimaasbdhri

segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisauali dalam

hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undangaba$egara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisialfdtet&ak

mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkaturh dan

keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusanimgacerminkan
rasa keadilan rakyat Indonesia.

" M. Yahya Harahap<edudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agédia No.
7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), him. 39.
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5. Asas Wajib Mendamaikan

Asas wajib mendamaikan atau yang disebut juga deagasslah?®
yang mana asas ini diatur dalam pasal 39 UU Noalum 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tenkatgksanaan UU
Perkawinan jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) 2)ad{ No. 7 Tahun 1989
yang tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tenferadilan Agama
jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 16 ayat (2) UU No. hdma 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkaaaya
sebatas pada anjuran, nasihat, penjelasan dan meb#@®uan dalam
perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belalakpitHasil akhir
perdamaian harus benar-bendmasil kesepakatdnkehendak bebas dari
kedua belah pihak. Sebab perdamaian ditinjau ddrtsKUHPerdata (BW)
maupun Hukum Islam termasuk pada bidamgkum perjanjianyang
menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalasalpk320 KUH Perdata
yakni adanyaesepakatanberdasarkan kehendak bebas dari kedua belah
pihak.

6. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

8 Kata “islah” berasal dari ayat yang berburf, aslikhu baina akhwaikurgang
artinya maka damaikanlah antara kedua saudarafam Iselalu menyuruh menyelesaikan
setiap perselisihan melalui pendekatdah (perdamaian).

® Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empatasy#l) sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuatwsperikatan; (3) suatu hal tertentu; dan
(4) suatu sebab yang halal. (Subekti dan R. Tijigldso, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata,Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008, him. 339).
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Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini, digabatdengan asas
fleksibelitasyang mana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU Noafum
1989 yang tidak di ubah dalam UU No. 50 Tahun 2088tang Perubahan
Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilaamay jo. Pasal 4
ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 200dtang Kekuasaan
Kehakiman. Untuk itu Pengadilan Agama wajib membakedua pihak
yang berperkara dan berusaha menjelaskan dan rasngagjala hambatan
yang dihadapi para pihak tersebut.

Maksud dari sederhanadisini adalah acara yang jelas, mudah
dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak tbgk pada formalitas-
formalitas yang tidak penting dalam persidangamgyanemungkinkan
untuk menimbulkan berbagai penafsiran. Sedangkag ganaksud dengan
cepat adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harusaseddlam
menginventaris persoalan yang diajukan dan mentifitk@asikan persoalan
tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokokrspalan yang
selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alatkktbuyang ada. Apabila
telah diketahui segala sesuatunya maka hakim lsa@eepatnya mengambil
putusan untuk dibacakan di muka persidangan. Sgtefs mengendBiaya
ringan, yakni rincian dananya harus diperhitungkan secagis!| dan
transparan. Serta menghilangkan biaya-biaya laiati kepentingan para
pihak dalam berperkara.

7. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

1% Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan
Mahkamah Syar'iyyah di Indonesidgkarta: IKAHI, 2008, him. 9.
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Asas ini diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU No. huara1989 yang
tidak di ubah pada UU No. 50 Tahun 2009 Tentangl#ran Kedua Atas
UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama joaPE& ayat (3) dan (4)
UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin obijiéddi peradilan dan
adanya pemeriksaan yarair.'* Sidang pemeriksaan Pengadilan Agama
adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undangentakan lain atau
jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dddenita acara sidang
memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluatharsebagian akan
dilakukan dengan sidang tertutup.

Pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum beegltika untuk
siapa saja yang ingin menghadiri, menyaksikan dandengar jalannya
pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apaiaieka ada
kepentingan atau tidak, dikecualikan kepada anak-atibbawah umur 15
(lima belas) tahun tidak diperbolehkan mengikutisjangart> Untuk
itulah agar memenuhi syarat formil, sebelum hakimelakukan
pemeriksaan, lebih dahulu menyatakan dan mengunmurfpgersidangan
terbuka untuk umum

Khusus untuk perkara perceraian dilakukan secamaitdup untuk

umum?® Dengan maksud untuk menjaga kerahasian aib ruarajga dan

M Wahju Muljono, Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesi&,ogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2012, him. 37.

12U No. 8 tahun 1981 Pasal 153 ayat 5.

13 pasal 80 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pas#®B3No. 9 Tahun 1975. Pasal-
pasal ini mengenyampingkan ketentuan asas umum gegr dalam pasal 59 UU No. 3
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pribadi suami istri. Dalam pemeriksaan perceradadua hal penting yang
harus diperhatikan, pertama, ketentuan tertutup terhadap proses
pemeriksaan perkara perceraian bersifat “imper#tiKedua,putusan tetap
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengaa a&pabila sudah
sampai pada tahap pembacaan putusan, maka tedaenberakhir sidang
tertutup, dan kembali ditegaskan asas persidangdouka untuk umum.
Dan asas ini bersifatimperatif. Pelanggaran terhadap asas ini
mengakibatkan putusan “batal demi hukuh”.
8. Asas Legalitas

Legalitas dapat diartikan sebagai suatu keadaarg ysah atau
“keabsahan™® Asas ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 4 TaB004
Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbumpgngadilan mengadili
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orBada pasal ini
terdapat dua jenis hak asasi, yakni hak asasi aelbaf perlindungan
hukum dan sekaligus sebaghiak persamaan hukuratau disebut juga
denganequality. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangk

menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan hagtdabar atas hukum,

Tahun 2006 jo. Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2004, yaerhunyi “pemeriksaan gugatan
perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

4 Yahya Harahap, berpendapat... daya kekuitgrerativetidak sampai berakibat
pemeriksaan batal demi hukum, pelanggaran terhadas tertutup untuk umum hanya
berderajat dapat dibatalkan, selama para pihak pengerkara tidak mengajukan keberatan
atas pelanggaran itu.

15 Dapat disimpulkan secara analogis dari ketent@sal59 (2) UU No. 3 tahun 2006
yang tidak diubah pada UU No. 50 tahun 2009 Tengamgbahan Kedua Atas UU No. 7 tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, jo. UU No. 4 tahubvd28asal 17, yang menegaskan,.. tidak
terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) (sidang p&saamn terbuka untuk umum)
mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penegtgaputusannya batal menurut hukum.

18 M. Marwan, dan Jimmy. .¢amus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)
Gama Press, 2009, him. 401.



26

mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pensaak di persidangan,
putusan yang dijatuhkan dagksekusiputusan, semuanya harus berdasar
atas hukum.
9. Asas Aktif Memberi Bantuan
Asas aktif memberikan bantuan kepada pencari lkeaditi
lingkungan peradilan agama diatur dalam pasal 1F3143 R.Bg. jo. Pasal
58 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah daldoh No. 50 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tah@&® I®ntang
Peradilan Agama jo. Pasal 5 (2) UU No. 4 Tahun ZD&dtang Kekuasaan
Kehakiman yang berbunyi:
Pengadilan membantu para pencari keadilan dan kerassekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangartukun
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dagydringan.
Mencermati kalimat diatas, maka hukum bagi hakimtukin
memberikan bantuan kepada para pihak dalam prasearhya persidangan
adalah bersifat “imperatif” sepanjang mengenaihalyang berhubungan
dengan permasalahan “formil” dan tidak berkenaamgde masalah
“materiil” atau pokok perkara.
Selain itu dalam penyelesaian perkara perdata agterdapat
beberapa asas diantaranya yaitu:
1. Asas Ketentuan Formil
a. Peradilan agama adalah peradilan negara yang nid@egdnukum

serta keadilan berdasarkan pancasila.

1 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 3 ayat 1 dan 2 jo F2asi) No. 50 Tahun 2009.
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. Peradilan agama dalam menjatuhkan putusan atauapamedimulai
dengan kalimat Bismillahirrahmaanirrahiini diikuti dengan irah-irah
“demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha.Bsa”

. Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengekurang-
kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya seketiza, sedang
yang lain sebagai anggota, dibantu oleh paniteiengi°

. Para pihak mempunyai hak ingkar (menolak terhadakinh yang
mengadili).

. Hakim bersifat menunggd. Inisiatif untuk mengajukan perkara ada
pada pihak yang berkepentingan. Hakim pasif yakming lingkup
pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepgsnt, bukan oleh
hakim artinya kalau tidak ada tuntutan hak, madaktiada hakim.
Pihak tergugat wajib dianggap tidak bersalah sebepengadilan
menyatakan kesalahannya telah berkekuatan hukam tet

. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. [Séi@kim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulimdap perkara
yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang telgksahkan dari
putusan. Apabila permusyawaratan tidak tercapaiakaif maka
pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalamspnft

. Putusan harus disertai alasan, dasar putusan, -gesEl dan

dimungkinkan memuat sumber hukum tak tertulis.

18 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 4 (1) jo. UU No. 50 TaBQ09 Pasal 57 (1).
19UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 17 (1,2 dan 3)

29 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 6

2 Ahmad MujahidinOp Cit, him. 28.
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2. Asas Beracara dikenakan Biaya

Tidak ada biaya tidak ada perkara. Perkara hanya thidaftarkan
setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang elperkingan. Dalam
putusan akhir, biaya perkara dibebankan kepadd piaag kalah, kecuali
dalam bidang perkawinan yang selalu dibebankan paiak
penggugat/pemohon. Biaya perkara ini meliputi bikgpaniteraan, biaya
proses dan biaya matefai.

Apabila ada penggugat yang kehabisan biaya dammbeienambah
lagi ke bagian keuangan pengadilan dan sudah dgskan secara layak
tetapi tetap saja tidak menambah, maka perkarakgra digugurkan, alasan
pengguguran perkara tersebut adalah penggugat gdipngidak lagi
meneruskan gugatannya. Kemudian bagi mereka ydal thampu, dapat
memperoleh kesempatan menggugat/mengajukan gugatzara prodeo
alias dibebaskan dari biaya perkara. Dengan syadat,surat keterangan
miskin yang ditandatangani oleh RT, RW, Lurah deam@t, dan surat
miskin ini diketahui oleh kepolisiaf.

3. Asas Hakim Aktif dalam Pemeriksaan

Majelis hakim harus aktif memimpin pemeriksaan peak dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangia dapat tecapainya
keadilan. Hakim sebagai tempat pengaduan terakdyi para pencari

keadilan dianggap tahu segala persoalan hukum.

22 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agandogyakarta:
Pustaka Pelajar), Cet. VI, 2005, him. 9.
23 Wahju Muljono,Op. Cit.,HIm. 39.
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C. Sumber Hukum Acar a Peradilan Agama
Pada bidang hukum khususnya dalam hukum acarailperadama,
hakim wajib menggali, mengikuti dan mamahami nild& hukum yang
hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dgéri'ah Islant®
Kewajiban tersebut dilakukan apabila sudah tidatendikan lagi dalam
undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapuangaundang dan

peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agamantaranya adalah:

1. HIR (Herziene Indonesische Reglemanituk Jawa dan Madura.

2. R.Bg Rechtsreglement Voor de Buitengewestemuk golongan Bumi
Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa Nadura yang
berperkara di mukaendraad(pengadilanf®

3. B. Rv (Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvorderisigeruntukkan untuk
golongan Eropa yang berperkara di mita@ad va Justitielan Residentie
gerecht, dengan dihapuskannyRaad van justitiedan Hoogerechshof,
maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapigydiatur dalam B.Rv
banyak yang masihelevandengan perkembangan hukum acara dewasa
ini. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, pahan surat gugatan,
intervensi dan beberapa ketentuan hukum acaratpdedanya®®

4. BW (Burgelijke Wetbook voor Indone¥iayang dalam bahas Indonesia

disebut dengan KUHPerdata, terdapat juga sumbeurhudcara perdata

24 YU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 (1)... hakim wajib nuetig mengikuti dan
memahami niali-nilai hukum dan rasa keadilan yaidg dalam masyarakat.

25 Abdul Manan Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pesadiigama
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah), 2000, him. HIm. 6

6 Ahmad MujahidinOp. Cit., him. 38.
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khususnya buku IV tentang pembuktian, yang terndaéam pasal 1865
s/d 1993.
5. Peraturan Perundang-undangan:

1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata daldrBdrading bagi
pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkaokudéerah luar
Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.

2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dig#erigan UU No.
3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi delgariNo. 50
Tahun 2009’

3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yangnuas
tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubudgagan kasasi
dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.

5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PematBeamerintah
No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan ngndadang
Perkawinan tersebut.

6) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemakgtaa Kompilasi
Hukum Islam.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkaihgung RI.

Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak gikem hakim

sebagaimana undang-und&fg.

%" pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang beditikgkungan Peradilan
Agama adalah sama dengan hukum acara yang beilékgldingan Peradilan Umum, kecuali
hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam wdadang tersebut.
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Terhadap Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah AdRhi banyak
pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung Ri teémcampuri
urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang kdinjlkepadanya.
Namun apabila dilihat dari pasal 11 ayat 4 UU Nd.aéhun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman ditegasakan bahwa MahkamahgABuUrberhak
melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan giagdain menurut
ketentuan yang ditentukan oleh undang-unddnddalam rangka
pengawasan dan pembinaan itulah MA berwenang meékahepetunjuk
apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukwak titenyimpang dari
aturan yang telah ditentukan. Jadi bukan mencankamiandirian hakim
dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukandesya’

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusziim terdahulu
yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkayang sama;
Kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berba&gais dari
beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkantysamukebijakan
para Hakim sendiri kemudian dianut oleh para Hakaimnya dalam
memutuskan kasus-kasus perkara yang satamun Hakim tidak boleh
terikat pada putusan Yurisprudensi tersebut, sebghra Indonesian tidak

menganut asagtfe binding force of precedehtadi bebas memilih antara

%8 Sudikno Mertokusumo, (2009:10)... Instruksi damaS&Edaran Mahkamah Agung
sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukuatpenateriil tidaklah mengikat hakim
sebagaimana undang-undang. Akan tetapi instrukssdeat edaran merupakan sumber tempat
hakim dapat menggali hukum acara perdat maupunrhylardata materiil.

2% Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi dan Kompetétesadilan Agama,
Dilaksanakan Oleh: Pengadilan Agama Wonosobo, Padggal 28 Juli 2007, him. 231

30 Anshoruddin, Hukum Pembuktian (Menurut Hukum Acara Islam dan ufuk
Positif), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Him. 9

31 M. Marwan, dan Jimmy. F.¢amus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)
Gama Press, 2009, him. 651.
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meninggalkan Yurisprudensi dengan memakai dalartusperkara yang
sejenis dan telah mendapat putusan sebelufinya.

8. Kitab-kitab Figh Islam dan Sumber Hukum tidak testlainnya. Doktrin
atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum pggaahakim dapat
menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan uhuk melainkan
sumber hukun®® Dalam memutuskan perkara para Hakim Pengadilan
Agama dianjurkan agar mempergunakagh sebagai pedoman sumber
hukum acara yang diantaranya adalah: Al Bajurigl@tMu’in, Syargowi
at-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahab dan Syargdy Tuhfah,

Targhibul Musytaq, dan sebagainya.

. Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga denfjaampetensi”,
yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”,g ykadang-kadang
diterjemahkan juga dengan “kewenangan’, sehinggiigaekata tersebut
dianggap semakri4.

Hukum Acara di Indonesia mengenal dua bentuk kelards
kewenangan, yakni kekuasaan/kewenamgdatif dan kekuasaan/kewenangan
absolut

a. Kekuasaan Relatif

32 Abdul Manan, Penerapatiukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilagama
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmabh), 2000, him. 7.

% sudikno MertokusumotHukum Acara Perdata IndonesidYogyakarta: Liberty),
Edisi Kedelapan, 2009, him. 9.

% Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agam&Jakarta: Rajawali Pers), 1991,
him. 25.
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Kekuasaan relatif yakni pembagian kekuasaan anégdlilan
berdasarkan wilayah hukumnya. Dimana pengadilasdjenis dan berada
dalam satu tingkat yang sama. Misalnya Pengadizam#a Magelang dan
Pengadilan Agama Purworejo, keduanya adalah pdagagang sejenis
yaitu, sama-sama dalam lingkungan Peradilan Agaanasdma-sama satu
tingkatan, sama-sama di tingkat pertama.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya ataibuliKota

Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayalakatdya atau

kabupaten.

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi:

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama @ida

Kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerakumnya

meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetagak tertuup

kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayaikum
tertentu atau dikatakan mempunyai “yuridiksi rélatiertentu, dalam hal
ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupateay atalam keadaan
tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih ataugkin kurang, contoh
dikabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah addéag Agama,
karena kondisi transportasi sufitYuridiksi relatif ini penting sehubungan
dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan meagapekkaranya.

. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan lyargibungan

dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atgkaian Pengadilan,

35 bid, him. 26.
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dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau Remgadilan atau
tingkat pengadilan lainnya. Misalnya, Pengadilanag berkuasa atas
perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Isdadgngkan bagi
yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Uffium.

Dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan baliperadilan
Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiagamakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkaranterteebagaimana
dimaksud dalam undang-undang iti".

Penjelasan lebih lanjut mengenai “perkara tertepsikni pada pasal
49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas dnaladang No. 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Pasal 49
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memerikgmutus
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antang-orang
yang beragama Islam di bidang:

Perkawinan;

Waris;

Wasiat;

Hibah;

Wakaf;

Zakat;

Infaq;

Shadagah; dan
Ekonomi syari'ali®

—S@meaooTp

Apabila dalam perkara-perkara tersebut di ataskd®an oleh orang

yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landds&om Islam, maka

%% |bid, him. 27.

%7 Bahan Sosialisasi Tentang Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama,
Dilaksanakan Oleh: Pengadilan Agama Wonosobo, Padggal 28 Juli 2007, him. 66.

*8Ibid., him, 83.
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perkara tersebut secambsolut tidak menjadi kewenangan Peradilan
Agama, akan tetapi menjadi kewenangan Peradilanmiumu

Berkaitan dengan kewenangan absolut lembaga panadipabila
terjadi keberatan-keberatan dari para pihak yamelpentingan dapat
diajutkan pada setiap waktu selama dalam pemeriksspanjang yang
berhubungan dengan kewenangan peradilan agama k¢ddiratannya

dapat dilakukan pada setiap tahap pemerikaan.

E. Mekanisme Penerimaan Perkara
Sebelum persidangan ada beberapa tahapan yang dikus calon
Penggugat/Pemohon di Pengadilan. Adapun mekanisemerimaan dan
penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama addlalya berikut:
1. Tahap Pengajuan Perkara
Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilannrggaitu
dengan pengajuan Gugatiratau Permohonih Dalam hal pengajuan
gugatan ini dapat berupa gugatan/permohonan séisarg tertulis, dan
lewat Kuasa Hukum. Pada prinsipnya semua gugatangb®nan harus

dibuat secara tertulis. Akan tetapi jika pengguymatiohon tidak dapat

% HIR Pasal 134, R.Bg Pasal 160 Jo. UU No. 19 Tdé4 Pasal 7 Jo. UU No. 13
Tahun 1965 Pasal 1.

4% Surat Gugatan (perkara kontentius) ialah suatats@ang diajukan oleh penggugat
kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang metanaittan hak yang di dalamnya
mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakanldndasan pemeriksaan perkara dan
pembuktian kebenaran suatu hak.

4! Surat Permohonan (perkara voluntair) ialah suammphonan yang di dalamnya
berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yamgepentingan terhadap suatu hal yang tidak
mengandung sengketa, sehingga badan peradilan ryemgadili dianggap sebagai suatu
proses peradilan yang bukan sebenarnya. Pengsjwahpermohonan ini seperti penetapan
wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu kntoelakukan tindakan hukum,
penetapan pengangkatan wali, penetapan pengang&atdq itsbat nikah, penetapan wali
adhol dsb.
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membaca dan menulis, gugatan/permohonan dapakaimjsecara lisan
kepada Ketua Pengadilan AgafiaSurat gugatan/permohonan tersebut
dibuat rangkap 6 (enam) atau sesuai dengan kebutike diperlukan
yaitu untuk penggugat/pemohon, tergugat/termohdeb#eya diberikan
kepada majelis hakim dan jika hanya membuat sahgkep maka
dilegalisir oleh panitera sejumlah yang diperlukan.

Dalam surat gugatan/permohonan harus terdapaitakepara pihak
secara jelas meliputi nama yang dilengkapi binibidan aliasnya jika
punya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal (yagy tidak diketahui
tempat tinggalnya ditulis tempat tinggal yang dudu tinggal), serta
kewarganegaraan jika perlu. Selanjutnya terdapastita (tentang
keadaan/peristiwa) untuk dijadikan dasar atau mlasaari
gugatan/permohonan. Posita tersebut memuat alasag lperdasarkan
fakta dan alasan yang berdasarkan hukum. Terakbirgenaipetitum
yaitu tuntutan penggugat/pemohon agar dikabulkah bakim.

Dalam mengajukan gugatan perdata dapat terjadhdialang
mungkin terjadi yaitu penggabungan gugdtaperubahan gugatdfidan

pencabutan gugatah

42 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agan(¥,ogyakarta:
Pustaka Pelajar), Cet. VI, 2005, him. 40

“3 penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tigaukepertama, perbarengan
model ini dapat terjadi apabila seorang penggugahpunyai beberapa tuntutan yang menuju
pada suatau akibat hukum saja. Apabila satu tungudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain
dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalankgra wali adhal, dispensasi nikah, dan
izin nikah digabung menjadi satkeduapenggabungan subjektif model ini dapat terjadi
apabila penggugat lebih dari satu orang melawan @aing lebih penggugat atau sebaliknya.
Ketiga, penggabungan komulasi objektif ialah penggugat mjegn lebih dari satu objek
gugatan dalam satu perkara sekaligus. (ada tigamddtomulasi objektif yang tidak
diperkenankan 1. Penggabungan antara gugatan y@wegikda dengan acara khusus
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Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi, kemddiirkan ke
Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaanrats
gugatan/permohonan melalui meja satu, yang meniljas untuk?

a. Menerima surat gugatan/permohonan dan salinannya
b. Menaksir panjar biaya perkara
c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
Adapun besarnya panjar biaya perkara diperkirakarush telah
mencukupi untuk menyelesaikan perkara ters&bgeng meliputi:
a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa daralsaypah
c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbutan hakimlgang
d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain apesintah
pengadian yang berkenaan dengan perkara itu.
2. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Tahap selanjutnya calon Penggugat/Pemohon mengheslzgda

kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohcgraebtit beserta

SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Calon penggpgatohon

(perceraian) dengan gugatan lain yang harus #ggedengan acara biasa misalnya mengenai
pelaksanaan perjanjian, 2. Penggabungan dua abé#u tientutan yang salah satu diantara

hakimnya tidak berwenang secara relatif untuk miéks@nya, 3. Penggabungan mengenai

bezit dengan tuntutan mengenai eigendom ). LihaluhManan, him. 27.

4 perubahan gugatan ada 4 (1), diubah sama sekath datian baik posita maupun
petitum, (2), diperbaiki, maksudnya suatu perbaitexthadap gugatan berarti hal-hal tertentu
dari gugatan itu bisa diperbaiki misalnya kekurangata, kalimat, atau kesalahan ketik, (3),
dikurangi, maksudnya suatu gugatan dikurangi besald bagian-bagian tertentu dari posita
atau petitum gugatan yang dikurangi, dan (4)nditah, yaitu suatu gugatan ditambah berarti
bagian posita dan petitum di tambdbhid, him. 29.

® Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugdieriksa di dalam
persidangan, sebelum tergugat memberikan jawaban, sgsudah tergugat memberikan
jawaban Ibid, him. 30.

% Mukti Arto, Op.Cit,him. 59

4’ Pasal 193 R.Bg./Pasal 182 ayat (1) H.|.R/Pasaly0 (1) UU-PA
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membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yatgget pada SKUM

tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagyakut#®

a.

b.

d.

Menerima uang tersebut dan mencatat dalam juragblperkara
Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tamés pada
SKUM tersebut

Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUMdagalon
penggugat/pemohon

Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendahazerkara.

3. Tahap Pendaftaran Perkara

Selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap Patimgas

Meja Il dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan damSK

(Surat Kuasa Untuk Membayar) yang telah dibayasetaut, kemudian

Petugas Meja linelakukan hal-hal sebagai beriKit:

a.

Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sdengan nomor
yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telarafeadmaka petugas
meja || membubuhkan paraf.

Menyerahkan satu berkas surat gugatan/permohonag yelah
terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada pengpegadhon.
Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut padarégister induk
perkara permohonan ataegister induk perkara gugatan sesuai

dengan jenis perkaranya.

48 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan

Mahkamah Syar’iyyah di Indonesidgkarta: IKAHI, 2008, him. 149.

9 Ibid, Ahmad Mujahidin, him. 149.
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d. Memasukkansuratgugatan/permohonan tersebut dalam map berkas
perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera udigsg&kmpaikan
kepada ketua Pengadilan melalui panitera.

4. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkasangerdari
Panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam wakimbat-lambatnya
7 (tujuh) hari sudah harus menunjuk Majelis Hakintulk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam sebuah “Penetdpajelis Hakim”
(PMH).*° Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yaug béadili
berdasarkan nomor urut, tetapi apabila ada perkargentu karena
menyangkut kepentingan umum harus segera diaddkanperkara itu
didahulukar®* PMH dibuat dalam bentuk “penetapan” dan ditandgan
oleh Ketua Pengadilan dan dicatat daleegister indukperkara yang
bersangkutan.

Selanjutnya Majelis Hakim bertugas untuk:

a. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang)
b. Memerintahkan pemanggilan para pihak oleh Jurusita
c. Menyidangkan perkara

5. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

0 pasal 121 H.L.R. jo. Pasal 93 UU No. 7 tahun 1¢&8y tidak diubah dalam UU
No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Ketuayd#ian Agama membagikan semua
berkas perkara dan atau surat-surat lain yang bergan dengan perkara yang diajukan
dipengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaika

*! bid. Pasal 94.
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Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikamkgra
ditunjuk seorang atau lebih panitera sidanBenunjukan panitera sidang
dilakukan oleh paniter&. Untuk menjadi panitera sidaftydapat ditunjuk
panitera, wakil panitera, panitera muda dan pamitpengganti atau
pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang umémbantu hakim
supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidangagdag, membuat
berita acara sidang, penetapan, putusan dan me#daasemua perintah
hakim untuk menyelesaikan perkara tersébuPenunjukan Panitera
Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangleh panitera
pengadilan.

Apabila dikemudian hari, anggota majelis ada yaeghalangan
untuk sementara, maka dapat diganti dengan angguoig lain yang
ditunjuk oleh Ketua dan dicatat dalam BAP (Beriteafa Persidangan).
Apabila Ketua Majelis berhalangan, maka sidang $aitunda pada hari
lain (karena pindah tugas atau meninggal dunia ktaena alasan lain),
maka harus ditunjuk majelis baru dengan PMH B&wypabila panitera
sidang berhalangan maka ditunjuk panitera yangyairuntuk mengikuti
sidang dengan prosedur penunjukan yang dilakukaeh gbanitera

pengadilan secara tertulis.

%2 pasal 17 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ks&an kehakiman:...... sidang
dibantu oleh seorang panitera atau seorang yangadikan melekuakn pekerjaan panitera.

%3 pasal 96 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilamm&ga..... Panitera pengadilan
bertugas menyelenggarakan administrasi perkararsgargatur tugas wakil panitera, panitera
muda dan panitera penganti.

% |stilah panitera sidang digunakan sebagai furaisitan kepaniteraan.

° Pasal 97 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan ielaa.

°% Mukti Arto, Op. Cit.,him. 62
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Panitera sidang yang ditunjuk, memiliki tugas:
a. Membantu Majelis Hakim dengan melakukan persiapagmgikuti
dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
b. Membantu Majelis Hakim dalam hal:
1) Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)
2) Membuat penetapan sita jaminan
3) Membuat BAP (Berita Acara Persidangdmjang harus selesai
sebelum sidang berikutnya.
4) Mengetik putusan/penetapan sidang.
c. Melaporkan kepada Petugas Meja Il untuk dicatabrdategister
perkara tentang adanya:
1) Penundaan sidang serta alasan-alasannya.
2) Amar putusan sela (kalau ada).
3) Perkara yang sudah putus beserta amar putusararya, d
4) Melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentangabimaya
dalam proses perkara yang ditanganinya.
d. Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Megpdbbila telah
selesai diminutast

6. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

" BAP adalah akta autentik, dibuat oleh pejabat rgmmg berwenang, berisi tentang
proses pemeriksaan perkara dalam persidangan ygadikdn pedoman hakim dalam
menyusun putusan. BAP ditandatangani oleh Panyarsy mengikuti sidang dan Ketua
Majelis Hakim. Lihat Musthofakepaniteraan Peradilan Agamdakarta: Kencana, 2005, him.
93

8 Ahmad Mujahidin,Pembaharuan Hukum Acara PerdataPeradilan Agama dan
Mahkamah Syar’iyyah di Indonesidgkarta: IKAHI, 2008, him. 152.
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Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara liatsdersama-
sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkaetuaKkemudian
menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan peitkiaaian disidangkan
serta memerintahkan agar para pihak dipanggil udatkng menghadap
pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan it

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa merekpatd
mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang a#t@jukan dalam
persidangan® Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “penetafag
ditandatangani oleh hakim ketua majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidartgnpe harus
dicatat dalam Buku Register Induk Perkara yangamgisutan. Demikian
juga tanggal penundaan sidang kedua dan setersemiam alasan-alasan
penundaannya tidak boleh luput dicatat dalam budgister tersebut.
Tanggal putus dan amar putusan harus terlihat dinddouku register,
begitu juga upaya hukum dan akta cerai dalam parkarai talak dan
cerai gugat harus tercantum dalam buku register kaper
gugatan/permohonan tersefut.

7. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalanHSP
Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemandggipada para pihak
supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal jdan sebagaimana

tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang detetapkan.

%9 pasal 121 H.I.R.
®0 Chatib Rasyid dan Syaifudditjukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik
pada Peradilan Agamayogyakarta: Ull Perss, 2009, him.70.
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Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan penilanggtau
pemberitahuan disampaikan dengan risalah tertaligy ydisebut dengan
relaas atau berita acara pemanggilan. Relaas dilihat dantuknya
dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu aktagylaentuknya ditentukan
undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabad Yyeerwenang,
sehingga hal yang tercantum dala@aas dianggap benar, kecuali dapat
dibuktikan sebalikny&®

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukaaraeresmi
dan patut dengan memperhatikan beberapa hal%faitu:

a. Dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti ysaigf> Dengan
catatan Jurusita/Jurusita Pengganti hanya berwanzng melakukan
tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agamangya
bersangkutafi*

b. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipandpitempat
tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tingggm, maka
panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah getemApabila
yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggisampaikan
kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidhketahui tempat

diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilsampaikan

61 Musthofa,Kepaniteraan Peradilan Agamaakarta: Kencana, 2005, him. 103.

62 pasal 390 joncto Pasal 389 dan 122 HIR.

83 Jurusita/Jurusita Penggati yang sah adalah memei@ telah diangkat dengan SK
dan telah disumpah untuk jabatan itu.

® Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengamusyguran-teguran dan
pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilanrmerara-cara berdasarkan undang-
undang, Pasal 103 (2) UU No. 3 Tahun 2006 Tentargkdahan atas UU No. 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.
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lewat Bupati/Wali Kota setempat yang akan mengunmarmya pada
papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila dganggil
berada di luar negeri, maka panggilan disampaikamt Perwakilan
Rl setempat melalui Departemen Luar Negeri Rl dkada.
Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu benies gugatan yang
diajukan oleh penggugat.

c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persiganigarus
memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekukamgrgnya 3

(tiga) hari kerja.

F. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilaimaaggang
dilakukan di depan sidang pengadilan sesstemikharus melalui beberapa
tahap berikut yakngertamamelakukan perdamaian antar kedua belah pihak
yang beperkara;kedua, pembacaan surat gugatan/permohoné&stiga,
jawaban tegugat/temohorkeempat,Replik (tangkisan atas jawaban) dari
penggugat/Pemohonkelima, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas
replik); keenanmtahap pembuktian; ketujuhtahap kesimpulan, dan
kedelapartahap putusan atau penetapan dari majelis hakim.

Pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadigama,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan dan sk telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalpersidangan
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pengadilan, dalam hal ini dapat ditemukan beber@amungkinan,
yaitu®®
1) Penggugat/Pemohon tidak hadir, sedang Tergugattfemmhadir
Maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:
a. Menyatakan gugatan/permohonan gugur, atau
b. Menunda  persidangan  sekali lagi untuk  memanggil
penggugat/pemohon. Gugatan dinyatakan gugur apabila

1. Penggugat telah dipangil dengan patut dan resmi.

2. Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak meryarang
lain untuk hadir sebagai wakilnya serta terbuktihwa
ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.

3. Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan.nDak ini,
penggugat/pemohon baru dengan membayar lagi phigaa
perkara, atau mengajukan banding.

2) Tergugat/Termohon tidak hadir, sedang PenggugattRemhadir
Maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:
a. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat/teomatekali
lagi, atau
b. Menjatuhkan putusarverstek, karena tergugat/termohon dinilai
ghoib. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

1. Tergugat/termohon telah dipanggil dengan patutrdami.

85 Ahmad MujahidinOp. Cit,hlm. 163-166.
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2. Tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang dan ktida
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnydasgdak
terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkarn clesuatu
halangan atau alasan yang syah.

3. Penggugat/pemohon hadir dalam persidangan dan mohon
putusarf® Dalam hal ini hakim menasehati agar
penggugat/pemohon mencabut kembali gugatannya.tidikia
berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggegathon
tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusaka
hakim akan mempertimbangkan gugatannya tersebut dan
kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnygutat
(versteh.

3) Tergugat/Ternohon tidak hadir tetapi mengirim sjaataban

Maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan diamggdalak
pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawateksepsi bahwa
Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenaniyk
mengadilinya. Dalam hal ini, eksepsi harus diperikleh hakim dan
diputus setelah mendengar dari penggugat/pemhon.

Jika eksepsi diterima maka hakim menyatakan bahvgatgn
tidak diterima dengan alasan Pengadilan Agama tikvenang
mengadili. Dan jika eksepsi ditolak, karena dintldak benar, maka

hakim memutus dengaserstekbiasa.

% pasal 125 HIR atau pasal 149 R.Bg.
®”HIR Pasal 125 ayat 2.
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Apabila tergugat kemudian mengajuksarzetdan di dalam
verzet itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepdioygk diterima
kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut. dikgdta perkara
tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama, makg®kbkarus
diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak lesrang.

4) Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-saakahtadir
dalam persidangan, maka sidang harus ditunda daa pibak
dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan guau verstek
atau perkara dapat diperiksa.

5) Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon sama-sadtivadhlam
persidangan, maka hakim sebelum memulai wajib béais
mendamaikan para pihak.

4. Upaya Perdamaian
Hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan pénak
yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah A¢RERMA) No.

01 Tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan legea pihak

untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yadg di

pengadilan atau mediator hakim yang memenuhi s§faen kemudian

hakim (mediator) wajib melaporkan hasil dari menhgs. Karena pada
prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifggeratif. Hal ini
dapat di lihat dalam pasal 131 ayat (1) HIR, yangngatakan: jika

hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka ital harus

® Ahmadi Hasan, Pendayagunaan Mediasi Syariah D#&lamangka Penyelesaian
Sengketa, daladurnal Mimbar Hukum dan PeradilaiNo.69, April, 2009, him. 189.



48

disebutkan dalam berita acara persidangan. Jadummepasal ini, jika
hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasiersebut harus
ditegaskan dalam berita acara persidangan. Ketala@nyebutkan hal
itu dalam berita acara persidangan mengakibatkarepksaan perkara:
mengandung cacat formil dan beraibat pemeriksagah temi hukun?®

5. Penundaan Hari Sidang

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pgeata sidang
pertama, maka pemeriksaan dapat diundur pada aariderikutnya.
Pengunduran hari sidang harus diumumkan dan dikoasikan kepada
kedua belah pihak di hadapan persidangan hari #ekaligus
pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi unagkr pada
persidangan berikutnya.

Bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan maka ketua
majelis hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pamigg untuk
memberitahukan penundaan sidang kepada pihak yaag thadir.
Perintah trsebut dicatat dalam Berita Acara Pengjda (BAP).

Untuk setiap kali penundaan persidangan harusadidatam buku
register induk perkara yang bersangkutan baik mmaigeari, tanggal
dan jam penundaan maupun alasan penundaannya.

6. Hak Ingkar (vraking) Terhadap Hakim
Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadagirhayang

mengadili perkaranya. Maksudnya hak untuk mengajukeberatan

9 M. Yahya HarahapHukum Acra Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan
Pembuktian dan Putusan Pengadilaigkarta: Sinar Grafika, Cet. X, 2010, him. 239.



49

yang disertai dengan alas an terhadap seorang hgkinmm mengadili
perkaranyd?

Dalam pasal 29 ayat 3 UU No. 4 Tahun 2004 Tentaekukaan
Kehakiman dijelaskan bahwa, seorang hakim wajib guedurkan diri
dari persidangan apabila terkait hubungan kelusegarah atau semenda
sampai derajat ketiga, atau hubungan suami ataunistskipun telah
bercerai. Hal ini agar peradilan dapat dilakukarase objektif dan tidak
memihak.

Apabila diketahui hakim yang akan menyidangkan airk
hubungan-hubungan sebagai mana tersebut di at@mrdgrhak-pihak
yang berperkara dan tidak mengundurkan diri, maktu& Pengadilan
Agama harus memerintahkan Hakim tersebut untuk mm/fidApabila
hakim tersebut adalah Ketua Pengadilan sendiri, am@erintah
pengunduran dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tin8katding, apabila
hakim yang seharusnya mengundurkan diri masih tetepakukan
pemeriksaan dan sampai pada putusan, maka perkats Isegera
diperiksa dan diputus ulang dengan susunan majetig berbeda, dan
putusan yang telah terlanjur diucapkan menjadil loitiani hukum.

7. Perubahan dan Pencabutan Gugatan

% Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasasrakiman, Pasal 29 (1
dan 2).

™ pasal 157 KUHAP. (Redaksi Sinar GrafiklJHAP dan KUHP,Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. V, 2005hIm. 261-262).

"2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadizama, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. VI, 2005, him. 98-99.
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Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenaakah
diajukan pada hari sidang pertama di mana parg giadir, tetapi hal
tersebut harus disampaikan pada pihak lawan gunabgiaan
kepentingannya.

Perubahan dan/atau penambahan surat gugatan aifabglah
menyempurnakan, menegaskan ataupun  menjelaskan.amDal
perubahannya tidak boleh sedemikian rupa, sehing@sar pokok
gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sepatkara antara
kedua belah pihak tersebut. Kecuali jika diijinkdeh Tergugat.

Apabila terjadi perubahan para pihak dan perubalesitum, harus
dicatat dalam BAP dan dalam Register Induk Perkang bersangkutan.

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perleumnbdiperiksa.
Tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugkthtenemberi jawaban,
maka pencabutan perkara harus mendapat persetigtidergugat.

8. Jawaban Tergugat

Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagiugatguntuk
menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwgugbe dapat
menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan maapufis. Adapun
jawaban Tergugat ini dapat berupa pengakuan, akapitdapat berupa
pengakuan Vorwee).” Apabila Tergugat tidak mengakui dan tidak
membantah, melainkan hanyaenyerahkarsaja kepada kebijaksanaan

hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakdengan

3 Wahju muljono, Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesi&,ogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2012, him. 64.
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pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabdlkagugat masih
berhak mengajukan bantahan didalam tingkat barlding.
9. Replik Penggugat

Tahapan berikutnya setelah tergugat menyampaikaabmnnya
adalah menjadi hak pada pihak penggugat untuk mkabetanggapan
(replik) atas jawaban tergugat sesuai pendapatnya. Kenmamgkalam
tahap ini penggugat tetap mempertahankan gugatasenyanenambah
keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelaskiidaliinya,
atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap adeng
membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat

Pada persidangan (praktik) replik dapat diajukanase lisan
maupun secara tertulis.

10. Duplik Tergugat

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas repdikgydiajukan
oleh penggugat. Yang isinya membantah jawaban igekaleplik
penggugat. Seperti halnya replik, duplik inipunatagibuat oleh tergugat
in personmaupun atas kuasa hukumnya. Duplik juga dapat ldiaju
secara lisan maupun tertulis.

Untuk acara jawab menjawalbeplik-duplik) ini dapat diulangi
sampai ada titik temu atau titik perselisihan antpenggugat dan

tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawahke pembuktian.

" R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Nedakarta: PT. Pradnya
Paramita, Cet. XIV, 2000, him. 48.
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11. Pembuktian
Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercanpada
pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BWHRe&ldata).
Bunyi dari ketiga pasal tersebut pada hakikatnydaddsama yakni:
“Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak atau iayabutkan
sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atatuk
membantah hak orang lain, maka orang itu harus matikan
adanya hak atau adnya kejadian itu”.
Dalam pembuktiannya seseorang harus mempu mengaluhdi-
bukti yang autentik. Keharusan pembuktian ini didlesn pada firman
Allah SWT, Q.S. Al-Bagarah (2): 282.

Artinya: “... Dan persaksikanlah dengan dua orangksiadari orang-
orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua oranglale, maka
(boleh)seorang lelaki dan dua orang perempuan datksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seoratapi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggamenberi
keterangan) apabila mereka di panggff

Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua yatty arti
luas dan arti yang terbatds.Arti yang luas ialah: membenarkan
hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim menig@ah tuntutan
penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwamhanenarik
kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggsejsagai
hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adheliadr. Jadi

dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hadémgan syarat-

S Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah ttagad Kerajaan Saudi
Arabia, Al-Qur'an dan Terjemahannyayluamma’' Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush haf
Asysyarif, Medina Al Munawwarah, him. 70-71.

® R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Nedakarta: PT. Pradnya
Paramita, Cet. XIV, 2000, him. 62-63.
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syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti tesh@genbuktian hanya
diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggitgadibantah oleh
tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dtikan.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidateklah
sama dengan hukum acara perdata terdapat cirkhinsus sebagai
berikut’

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kederiarmal,
yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari padk yémg berperkara.
Dan juga hakim bersifat pasif, yaitu hakim memugrsperkara semata-
mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar aletk-pihak yang
berperkara berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicarialadal
kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yangushadiusahakan
tercapainya. Dan hakim bersifat aktif yaitu, hakierkewajiban untuk
memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan deragg yang
dituduhkan kepada tertuduh. Dalam hal ini Kejaksdi@eri tugas untuk
menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan gapgt dihukum.

Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR/284 RBg/18886HPerdata
adalah sebagai berik(f:

Surat
Saksi

Persangkaan
Pengakuan

apop

L Teguh Samoder&jukum Pembuktian dalam Acara Perdatakarta: Alumni, 1992,
him. 32-33.

8 AnshoruddinHukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan tuRwositif
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, him. 60.
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e. Sumpah.
12. Kesimpulan Konklus) Para Pihak

Dalam tahapan ini bailk penggugat/pemohon  maupun
tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajyendapat akhir
yang merupakan hasil pemeriksaan selama sidangnigsting, menurut
pandangan masing-masing.

13. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahaara tdrtutup
untuk umum. Ini dijelaskan dalam pasal 19 aya#(8an 5) UU No. 4
Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman. Semua pihakpun
hadirin diperintahkan meninggalkan ruang persidangBikatakan
rahasia artinya, baik di saat musyawarah maupuwdaésya, kapan dan
dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebuk tisdeh dibocorkan
sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbutke umum.

Kode untuk memerintahkan para pihak dan para madatri ruang
sidang, dapat diketahui dari ucapan ketua majelékinin yang
menyatakan “sidang di schors untuk musyawarah malgkim dan
dinyatak tertutup untuk umum. Para hadirin dimutéuk meninggalkan
ruangan”, lalu palu diketukkan satu K&l

Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim diteamigdni oleh
semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupé&kapiran dari

Berita Acara Persidangan dan inilah yang nantinanadituangkan

"9 Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agam&Jakarta: Rajawali Pers), 1991,
him. 133.
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dalam diktum keputusan. Jika musyawarah majelisinhatersebut
sekaligus merupakan tutup sidang untuk kali itu an&klimat yang
diucapkan oleh ketua majelis hakim adalah “ siddngchors untuk
musyawarah majelis hakim, yang dinyatakan tertutojfuk umum dan
sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakanup dengan
bersama-sama membaca hamdalah”, lalu palu diketutida kali®®
14. Putusan atau Penetapan Hakim

Tahapan yang terakhir yakni putusan/penetapan haRumusan
ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam benéutulis dan
diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untukmsebagai hasil
dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius). ngkda untuk
pengertian dari penetapan hampir sama dengan putusm@aun untuk
penetapan hakim merupakan hasil dari pemeriksadanaepermohonan
(voluntair).

Putusan akhir digolongkan menjadi tiga yHitupertama yang
bersifat penghukuman atalkondemnatoir yang kudua bersifat
menciptakan atau meniadakan sesuatu lkdastitutif danketigabersifat

menerangkan atau menjelaskan atau disebut jugaddeglaratoir.

8 |bid.
8 Hensyah SyahlanPembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyasun
Putusan Pengadilan Tingkat Pertandakarta: Grafgab Lestari, 2007, him. 81.



